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Abstract. This study aims to analyze the role of information technology in improving the effectiveness of 

public administration in Indonesia. Using a descriptive qualitative approach, this research highlights how 

technology supports administrative simplification, transparency, and responsiveness to public needs. The 

study finds that national platforms such as SP4N-LAPOR!, OSS-RBA, and SIPD have contributed to 

reducing bureaucratic barriers and enhancing public service quality. However, challenges such as digital 

literacy gaps and infrastructure inequality persist, requiring continuous improvement strategies. The 

conclusion emphasizes that adaptive policies and human resource capacity development are key to 

maximizing the benefits of technology in public administration. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi informasi dalam meningkatkan 

efektivitas administrasi publik di Indonesia. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini 

menyoroti bagaimana teknologi mendukung penyederhanaan proses administrasi, meningkatkan 

transparansi, dan memperkuat responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa platform nasional seperti SP4N-LAPOR!, OSS-RBA, dan SIPD telah berkontribusi dalam 

mengurangi hambatan birokrasi serta meningkatkan kualitas layanan publik. Namun, masih terdapat 

tantangan berupa kesenjangan literasi digital dan ketidakmerataan infrastruktur yang perlu diatasi dengan 

strategi perbaikan berkelanjutan. Kesimpulannya, kebijakan adaptif dan pengembangan kapasitas sumber 

daya manusia menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaat teknologi dalam administrasi publik. 

 

Kata kunci: Teknologi Informasi, Administrasi Publik, E-Government, Efektivitas Pelayanan, Inovasi 

 

1. LATAR BELAKANG 

Administrasi publik merupakan salah satu instrumen penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik 

secara efektif, efisien, dan akuntabel. Seiring perkembangan zaman, tantangan 

administrasi publik semakin kompleks akibat meningkatnya tuntutan masyarakat 

terhadap layanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas. Untuk menjawab 

tuntutan tersebut, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu strategi yang 

dianggap strategis dalam mendorong modernisasi birokrasi dan perbaikan tata kelola 

pemerintahan. Transformasi digital dalam administrasi publik diyakini mampu 

mengurangi praktik birokrasi yang lamban, memangkas jalur prosedural yang berbelit-

belit, serta meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. 

https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i3.491
https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Komunikasi
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Administrasi publik digital menjadi tema penting dalam wacana reformasi 

birokrasi, karena berpotensi meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong 

partisipasi masyarakat (Handayani & Nugroho, 2022). Terdapat kebutuhan untuk 

memahami bagaimana teknologi benar-benar berperan dalam meningkatkan efektivitas 

pelayanan publik di Indonesia, serta bagaimana strategi adaptif dapat dirancang agar 

manfaat teknologi lebih merata. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang 

lebih dalam terkait peluang dan hambatan penggunaan teknologi informasi dalam konteks 

pelayanan publik di Indonesia. 

Di Indonesia, pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor publik telah mulai 

diimplementasikan melalui berbagai inovasi, seperti e-government, e-office, aplikasi 

layanan publik digital, serta sistem administrasi berbasis elektronik lainnya. Pemerintah 

melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah 

menekankan perlunya transformasi layanan berbasis teknologi informasi untuk 

mewujudkan pelayanan publik yang prima. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 95 

Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga menjadi 

landasan kebijakan yang menegaskan pentingnya teknologi informasi dalam menunjang 

efektivitas administrasi publik. Namun, implementasi teknologi informasi di Indonesia 

tidak jarang menghadapi hambatan, antara lain keterbatasan infrastruktur, rendahnya 

literasi digital aparatur, serta resistensi terhadap perubahan pola kerja birokrasi yang 

sudah mengakar. 

Beberapa penelitian sebelumnya telah menelaah peran teknologi informasi dalam 

administrasi publik. Misalnya, Dwiyanto (2018) menunjukkan bahwa digitalisasi 

administrasi publik mampu meningkatkan kualitas pelayanan, meskipun belum merata di 

seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, Effendi dan Hardiyansyah (2021) mencatat 

bahwa penggunaan teknologi informasi secara tepat dapat meningkatkan kecepatan 

pelayanan dan mengurangi biaya birokrasi. Namun, berbagai studi tersebut cenderung 

lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan umum dan belum secara komprehensif 

menelaah efektivitas teknologi informasi dari perspektif sistem administrasi publik yang 

terintegrasi. 

Dengan demikian, terdapat gap penelitian berupa perlunya analisis yang lebih 

mendalam tentang bagaimana peran teknologi informasi secara nyata dapat 

meningkatkan efektivitas administrasi publik di Indonesia, baik dari aspek kecepatan 

layanan, akurasi data, transparansi, maupun akuntabilitas. Urgensi penelitian ini semakin 

penting mengingat akselerasi digital menjadi salah satu pilar utama dalam agenda 
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reformasi birokrasi nasional dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian mengenai peran 

teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas administrasi publik diharapkan 

dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis, serta menjadi dasar rekomendasi 

kebijakan bagi pemerintah dalam rangka memperkuat transformasi digital sektor publik 

di Indonesia. 

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan 

menjelaskan secara mendalam bagaimana peran teknologi informasi berkontribusi 

terhadap peningkatan efektivitas administrasi publik di Indonesia, sekaligus 

mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi 

implementasi teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan publik. 

 

2. KAJIAN TEORITIS 

Administrasi publik sebagai suatu proses pengelolaan pelayanan publik menuntut 

efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas yang tinggi dalam rangka memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Menurut Denhardt dan Denhardt (2015), administrasi publik modern tidak 

hanya menekankan pada aspek prosedural birokrasi semata, tetapi juga menekankan 

orientasi hasil (result-oriented) yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan 

dinamika sosial. Hal ini sejalan dengan teori administrasi publik baru (new public 

administration) yang menempatkan teknologi sebagai salah satu instrumen transformasi 

pelayanan publik agar lebih responsif, transparan, dan partisipatif. 

Teknologi informasi didefinisikan sebagai perangkat keras, perangkat lunak, dan 

jaringan komunikasi yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan 

mendistribusikan informasi (Laudon & Laudon, 2021). Dalam perspektif administrasi 

publik, teknologi informasi dimaknai sebagai sarana untuk mempercepat alur kerja, 

meningkatkan keakuratan data, mempermudah akses informasi, serta memperluas 

jangkauan pelayanan kepada masyarakat (Cordella & Tempini, 2015). Konsep e-

government merupakan bentuk nyata pemanfaatan teknologi informasi dalam 

administrasi publik, di mana sistem pelayanan dan tata kelola pemerintahan diproses 

secara elektronik demi meningkatkan kualitas layanan publik dan mengurangi inefisiensi 

birokrasi (UNDP, 2020). 

Beberapa penelitian telah menegaskan hubungan positif antara pemanfaatan 

teknologi informasi dengan efektivitas administrasi publik. Misalnya, penelitian 

Dwiyanto (2018) menunjukkan bahwa sistem digital dalam pelayanan publik dapat 

memangkas waktu pelayanan secara signifikan, meningkatkan akuntabilitas, serta 
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memperbaiki persepsi publik terhadap birokrasi pemerintah. Effendi dan Hardiyansyah 

(2021) juga menemukan bahwa implementasi aplikasi layanan publik digital berdampak 

positif terhadap kepuasan masyarakat, meskipun masih menghadapi tantangan sumber 

daya manusia yang belum merata dalam hal literasi teknologi. Penelitian lain oleh 

Wahyudi (2022) menggarisbawahi bahwa adopsi teknologi informasi dapat memperkuat 

sistem monitoring dan evaluasi layanan publik, sehingga meningkatkan transparansi serta 

meminimalisir potensi korupsi. 

Meskipun demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus mengulas 

secara komprehensif bagaimana peran teknologi informasi berkontribusi pada dimensi 

efektivitas administrasi publik secara terpadu, baik dari aspek input, proses, maupun 

output administrasi publik di Indonesia. Hal ini menimbulkan celah penelitian yang 

menarik untuk dikaji, terutama dalam konteks percepatan transformasi digital yang 

dicanangkan pemerintah melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE). Berdasarkan teori administrasi publik baru, inovasi teknologi menjadi salah satu 

elemen utama reformasi birokrasi, namun perlu dikaji lebih jauh bagaimana tingkat 

kesiapan organisasi publik, kapasitas sumber daya aparatur, dan infrastruktur pendukung 

turut memengaruhi keberhasilan teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas 

administrasi publik. 

Landasan teoretis penelitian ini merujuk pada kerangka hubungan antara 

teknologi informasi dengan efektivitas administrasi publik, di mana efektivitas diukur 

melalui dimensi kecepatan pelayanan, ketepatan data, transparansi, dan akuntabilitas 

(Dwiyanto, 2018). Pemanfaatan teknologi informasi dipandang dapat mengoptimalkan 

proses administrasi publik sepanjang didukung faktor regulasi yang jelas, budaya 

organisasi yang adaptif, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan 

demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana 

pemanfaatan teknologi informasi mampu mendorong peningkatan efektivitas 

administrasi publik di Indonesia. 

Secara implisit, penelitian ini berasumsi bahwa semakin optimal pemanfaatan 

teknologi informasi dalam proses administrasi publik, maka semakin tinggi pula tingkat 

efektivitas layanan publik yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Asumsi ini tidak 

dirumuskan secara tersurat sebagai hipotesis formal, tetapi menjadi pijakan konseptual 

bagi analisis yang akan dikembangkan dalam penelitian selanjutnya. 
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3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi 

kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman 

yang mendalam mengenai peran teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas 

administrasi publik di Indonesia tanpa harus melakukan pengumpulan data primer di 

lapangan (Zed, 2008). Studi kepustakaan dinilai relevan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian secara konseptual, teoretis, dan berbasis bukti sekunder dengan cakupan 

literatur yang luas dan mendalam. 

Sumber data penelitian mencakup buku ilmiah, artikel jurnal terindeks nasional 

dan internasional, laporan kebijakan pemerintah, serta publikasi resmi yang membahas 

transformasi digital dalam sektor administrasi publik. Literatur yang diprioritaskan adalah 

yang terbit dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2015–2025) untuk memastikan 

relevansi dan aktualitasnya. Prosedur penelusuran literatur dilakukan melalui basis data 

daring seperti Google Scholar, Garuda, DOAJ, dan portal jurnal universitas, dengan 

menggunakan kata kunci yang sesuai dengan tema penelitian antara lain e-government, 

digital public administration, public service effectiveness, dan digital innovation in public 

sector. Selain itu, penelusuran juga dilakukan melalui situs resmi kementerian dan 

lembaga negara, seperti Kementerian PAN-RB, Bappenas, dan LAPOR.go.id, untuk 

memperoleh dokumen kebijakan atau laporan evaluasi yang sahih dan terpercaya. 

Data literatur yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian topik, 

kredibilitas penerbit, dan keterbaruan publikasi. Proses analisis dilakukan dengan teknik 

analisis isi (content analysis), yang meliputi tahap identifikasi data, reduksi data, 

kategorisasi tema, interpretasi makna, serta penyusunan sintesis narasi (Bowen, 2009). 

Tema-tema yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup konsep administrasi publik 

digital, efektivitas pelayanan publik, tantangan digitalisasi, serta strategi inovasi dalam 

layanan publik. Interpretasi data dilakukan dengan menyelaraskan temuan-temuan 

literatur terhadap kerangka konseptual efektivitas administrasi publik di Indonesia, 

sehingga menghasilkan sintesis yang relevan dan kontekstual. 

Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi disain penelitian, populasi/ 

sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model 

penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, 

tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-F, uji-t, dll).  
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Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan 

secara rinci, tetapi cukup dengan mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. 

Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.  

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber pustaka, dengan cara 

memeriksa keselarasan informasi antarsumber serta memastikan keandalan referensi 

melalui jurnal atau penerbit bereputasi. Teknik triangulasi juga dilakukan dengan 

membandingkan minimal tiga sumber berbeda dalam tema sejenis untuk mengonfirmasi 

konsistensi data, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Selain 

itu, peneliti menerapkan audit trail untuk mencatat secara sistematis proses penelusuran, 

seleksi, dan analisis sumber data agar dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit secara 

akademik (Sugiyono, 2021). 

Penelitian ini mempertimbangkan pula kendala studi pustaka, misalnya 

keterbatasan akses penuh terhadap jurnal berbayar atau potensi literatur yang tidak 

tersedia daring, yang diantisipasi dengan mencari alternatif dokumen resmi atau 

repositori institusi. Aspek etika penelitian tetap diperhatikan, dengan menjamin 

penggunaan sumber data legal, menghargai hak cipta penulis asli, dan mencantumkan 

sitasi sesuai standar APA 7 agar terhindar dari plagiarisme. Dengan metode ini, 

diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam 

mengenai kontribusi teknologi informasi terhadap peningkatan efektivitas administrasi 

publik di Indonesia, serta menawarkan rekomendasi berbasis bukti ilmiah untuk 

mendukung inovasi kebijakan digital di masa depan. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penelitian ini mengandalkan studi kepustakaan (library research) yang 

dilaksanakan pada rentang waktu Maret hingga Juni 2025. Proses penelusuran literatur 

dilakukan secara sistematis melalui basis data ilmiah daring seperti Google Scholar, 

Garuda, DOAJ, serta portal jurnal universitas negeri dan swasta di Indonesia. Selain itu, 

penelusuran data sekunder juga dilakukan melalui dokumen resmi milik Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Bappenas, dan 

LAPOR.go.id. Metode penelusuran literatur memanfaatkan kata kunci seperti e-

government, digital public administration, pelayanan publik berbasis teknologi, dan 

inovasi sektor publik. Untuk meningkatkan kualitas data, penulis memfokuskan literatur 

yang diterbitkan dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir (2015–2025). Literatur 

kemudian diseleksi berdasarkan relevansi topik, kredibilitas sumber, serta keterbaruan. 
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Rentang lokasi penelitian secara fisik tidak terbatas karena bersifat pustaka, namun 

wilayah kajian difokuskan pada kebijakan transformasi digital di pemerintah daerah 

Indonesia, dengan fokus konteks pembangunan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan 

Sulawesi agar mencerminkan kondisi nasional. 

 

Hasil Analisis Data 

Sintesis Temuan Utama 

Analisis literatur yang terkumpul mengindikasikan adanya kontribusi nyata 

teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas layanan publik di Indonesia. Aspek 

kecepatan, ketepatan, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik tercatat mengalami 

perbaikan signifikan setelah berbagai inovasi digital diperkenalkan. Hal ini terlihat dari 

penerapan aplikasi perizinan online, sistem pengaduan digital, serta platform informasi 

layanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat. 

 

a. Aspek Kecepatan Layanan 

Teknologi informasi mempersingkat proses layanan publik yang sebelumnya 

membutuhkan waktu berhari-hari menjadi hitungan jam, bahkan menit. Studi 

Dwiyanto (2018) menunjukkan implementasi sistem daring pada layanan perizinan di 

beberapa kabupaten mampu menurunkan waktu proses layanan hingga 40%. 

Kecepatan ini juga mendorong peningkatan kepuasan masyarakat sebagai pengguna 

layanan. 

b. Aspek Ketepatan dan Akurasi 

Pemanfaatan teknologi digital meningkatkan akurasi dan presisi data, mengurangi 

risiko kesalahan manusia (human error), serta mempercepat proses validasi data. 

Laudon dan Laudon (2021) mengemukakan bahwa sistem informasi terintegrasi 

mampu memotong jalur verifikasi manual dan secara otomatis mendeteksi duplikasi 

atau inkonsistensi data yang berpotensi merugikan publik. 

c. Aspek Akuntabilitas 

Peningkatan akuntabilitas tercermin dari munculnya sistem pelaporan digital berbasis 

aplikasi, di mana masyarakat dapat memberikan masukan, mengajukan keluhan, atau 

menilai kinerja pelayanan secara langsung. Wahyudi (2022) mencatat bahwa 

teknologi pengaduan digital memperpendek jalur birokrasi dalam merespons keluhan 

publik, sehingga aparatur pemerintah terdorong lebih bertanggung jawab dan 

transparan. 
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d. Aspek Transparansi 

Transparansi menjadi aspek yang sangat terdorong oleh teknologi informasi. 

Denhardt dan Denhardt (2015) menyebutkan bahwa publikasi informasi layanan 

publik secara daring menciptakan ruang partisipasi yang lebih luas dan membuka 

peluang kontrol masyarakat terhadap birokrasi. Data layanan yang dapat diakses 

publik menekan praktik kolusi dan korupsi, sehingga kualitas pemerintahan 

meningkat. 

Tabel 1 

Ringkasan Sintesis Hasil Studi Pustaka 

No Aspek Efektivitas Peran Teknologi Informasi Sumber Referensi 
 

1 Kecepatan 
Mempercepat proses layanan 

publik secara daring 

Dwiyanto (2018), UNDP 

(2020) 

2 Kecepatan/Akurasi 

Mengurangi kesalahan input 

data dan meningkatkan 

akuras 

Laudon & Laudon (2021) 

3 Transparansi 

Memudahkan akses 

informasi publik dan 

mencegah praktik korupsi 

Denhardt & Denhardt 

(2015) 

4 Akuntabilitas 

Memperkuat mekanisme 

pengawasan dan partisipasi 

masyarakat 

Wahyudi (2022), Effendi 

& Hardiyansyah (2021) 

 

 

5 Hambatan 
Infrastruktur, literasi digital, 

budaya organisasi 

Cordella & Tempini 

(2015), UNDP (2020) 

Sumber: diolah dari berbagai literatur (2025) 

Pembahasan 

Hasil telaah menunjukkan bahwa administrasi publik digital merupakan 

transformasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi 

dan komunikasi. Administrasi publik digital mencakup pemanfaatan sistem daring untuk 

proses pelayanan, penerapan basis data terpadu, penggunaan aplikasi perizinan online, 

serta sistem pelaporan digital yang terintegrasi antarinstansi. Transformasi ini didorong 

oleh tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan mudah 

diakses. Penerapan konsep administrasi publik digital juga mencakup perubahan budaya 

birokrasi dari sistem konvensional menjadi sistem berbasis teknologi yang lebih adaptif, 

inovatif, dan terbuka. 
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Selain itu, hasil penelitian menemukan bahwa administrasi publik digital tidak 

hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya tata kelola data 

yang baik, perlindungan privasi masyarakat, serta peningkatan kompetensi sumber daya 

manusia birokrasi. Implementasi administrasi publik digital memerlukan adanya 

kebijakan yang jelas, infrastruktur teknologi yang memadai, dan keterlibatan aktif dari 

pemangku kepentingan. Dalam praktiknya, digitalisasi administrasi publik juga 

menghadapi tantangan berupa resistensi perubahan dari aparatur, keterbatasan anggaran, 

serta kesenjangan literasi digital di kalangan masyarakat. 

Beberapa indikator keberhasilan administrasi publik digital antara lain adalah 

meningkatnya kecepatan layanan, efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan 

praktik korupsi melalui transparansi sistem, dan meningkatnya kepuasan masyarakat. Di 

samping itu, penelitian juga menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan 

daerah sangat diperlukan untuk memastikan sistem digital dapat berjalan terintegrasi, 

tidak terfragmentasi, dan mampu memberikan nilai tambah bagi publik. 

Hasil analisis pustaka di atas menunjukkan bahwa teknologi informasi berperan 

signifikan dalam mendukung efektivitas administrasi publik di Indonesia. Peningkatan 

kecepatan dan ketepatan layanan publik menjadi bukti bahwa digitalisasi mampu 

memotong rantai birokrasi yang sebelumnya panjang dan berbelit (Dwiyanto, 2018). 

Selain itu, transparansi proses pelayanan publik meningkat melalui aplikasi digital yang 

memungkinkan masyarakat memantau status layanan secara real-time (UNDP, 2020). 

Temuan ini selaras dengan teori administrasi publik digital (digital public 

administration) yang menekankan aspek inovasi teknologi sebagai pendorong efisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas (Denhardt & Denhardt, 2015). Model new public service 

yang dikemukakan Denhardt & Denhardt juga mendukung peran teknologi sebagai alat 

kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, bukan hanya sekadar alat kontrol birokrasi. 

Namun, di sisi lain, literatur juga mengonfirmasi tantangan dalam transformasi 

digital, khususnya dalam aspek infrastruktur, literasi digital, dan budaya organisasi 

(Cordella & Tempini, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tidak dapat berdiri 

sendiri tanpa dukungan kesiapan SDM, jaringan internet yang memadai, serta perubahan 

pola pikir aparatur pemerintah dan masyarakat. 

Beberapa penelitian sebelumnya (Wahyudi, 2022; Effendi & Hardiyansyah, 

2021) juga menyimpulkan bahwa resistensi budaya organisasi menjadi penghambat 

terbesar keberhasilan reformasi layanan publik digital.  
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Interpretasi ini menegaskan bahwa kebijakan inovasi digital harus diiringi dengan 

pelatihan berkelanjutan, serta kampanye literasi digital yang sistematis agar manfaat 

teknologi informasi dapat dirasakan secara merata. 

 

Implikasi Penelitian 

Hasil penelitian ini memiliki implikasi teoritis terhadap pengembangan konsep 

administrasi publik digital di Indonesia. Sintesis literatur mendukung model new public 

service sebagai kerangka konseptual yang relevan dalam menghadapi era digital, 

sekaligus memperluas pemahaman tentang integrasi teknologi informasi dalam 

meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Secara praktis, temuan ini memberikan 

rekomendasi bagi pemerintah daerah dan pusat untuk terus memperluas jangkauan 

infrastruktur TIK, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan intensif, serta 

memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat guna mendorong partisipasi 

publik dalam evaluasi layanan digital. Upaya tersebut diharapkan dapat mengatasi 

tantangan implementasi teknologi informasi di sektor administrasi publik dan 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, transparan, serta akuntabel. 

 

Tantangan Implementasi 

Walaupun membawa manfaat besar, transformasi digital juga menghadapi 

tantangan yang kompleks. 

a. Hambatan Infrastruktur 

Ketersediaan jaringan internet dan perangkat keras di beberapa daerah, khususnya 

kawasan 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan), masih menjadi kendala mendasar. 

UNDP (2020) mencatat bahwa ketimpangan infrastruktur berdampak pada 

ketidakmerataan kualitas layanan publik digital di tingkat nasional. 

b. Literasi Digital 

Tingkat literasi digital masyarakat dan aparatur yang belum merata juga menjadi 

tantangan serius dalam optimalisasi layanan publik digital (Cordella & Tempini, 

2015). 

c. Budaya Organisasi 

Faktor budaya organisasi birokrasi yang cenderung resistif terhadap perubahan 

teknologi turut menjadi kendala, sehingga transformasi digital tidak selalu berjalan 

lancar (Wahyudi, 2022). 
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Keterkaitan Hasil dengan Teori 

Temuan penelitian ini selaras dengan konsep digital public administration yang 

menekankan pentingnya inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, 

dan akuntabilitas layanan publik (Denhardt & Denhardt, 2015). Hal ini menunjukkan 

bahwa teknologi informasi tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi juga menjadi 

medium transformasi budaya pelayanan publik agar lebih partisipatif. 

 

Kesamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Studi ini konsisten dengan hasil penelitian Wahyudi (2022) yang menekankan 

pentingnya kesiapan SDM dalam digitalisasi pelayanan publik. Namun, berbeda dengan 

penelitian Effendi & Hardiyansyah (2021) yang menyoroti aspek partisipasi masyarakat 

sebagai hambatan, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi justru mulai tumbuh pesat 

berkat perluasan platform digital pengaduan publik. 

 

Interpretasi Hasil 

Dapat diinterpretasikan bahwa transformasi digital administrasi publik di 

Indonesia berjalan dengan tren positif, tetapi tetap memerlukan intervensi kebijakan 

tambahan, khususnya di bidang literasi digital, infrastruktur, dan budaya organisasi. 

Artinya, teknologi hanyalah salah satu elemen dalam keberhasilan reformasi layanan 

publik; elemen lain seperti regulasi, sumber daya manusia, dan sosialisasi publik juga 

harus diperkuat. 

 

Strategi Pengembangan Inovasi Digital 

Temuan studi kepustakaan memberikan gambaran bahwa strategi pengembangan 

inovasi digital di sektor publik perlu mencakup penguatan kebijakan dan regulasi 

pendukung, penataan ulang prosedur pelayanan agar sesuai dengan prinsip digitalisasi, 

serta peningkatan kualitas infrastruktur teknologi secara merata di seluruh wilayah. Selain 

itu, strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah prioritas 

melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi keahlian teknologi informasi, dan penyediaan 

panduan penggunaan aplikasi publik. Inovasi digital juga akan lebih optimal jika 

pemerintah mampu melibatkan masyarakat dalam proses desain layanan, sehingga 

aplikasi yang dikembangkan benar-benar sesuai kebutuhan pengguna.  
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Kolaborasi antarinstansi, antara pemerintah pusat dan daerah, serta kerja sama 

dengan sektor swasta juga menjadi strategi penting untuk memperluas ekosistem digital 

pemerintahan yang berkelanjutan. 

Upaya peningkatan kualitas infrastruktur teknologi secara merata di seluruh 

wilayah juga menjadi prioritas penting. Pemerataan infrastruktur akan memastikan bahwa 

seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil, memiliki kesempatan yang sama untuk 

mengakses layanan digital. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur 

negara menjadi strategi kunci. Hal ini dapat diwujudkan melalui program pelatihan 

berkelanjutan, sertifikasi keahlian teknologi informasi, serta penyediaan panduan teknis 

penggunaan aplikasi publik yang mudah dipahami. 

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perancangan inovasi digital juga sangat 

penting agar aplikasi dan sistem pelayanan yang dikembangkan benar-benar menjawab 

kebutuhan pengguna. Dengan keterlibatan publik, layanan digital dapat menjadi lebih 

ramah pengguna, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika sosial budaya masyarakat. 

Strategi kolaborasi lintas sektor pun berperan besar dalam mendukung ekosistem 

inovasi digital di sektor pemerintahan. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah, kerja sama antarinstansi, serta kemitraan strategis dengan sektor swasta dan 

komunitas teknologi akan memperluas jejaring inovasi dan memperkuat keberlanjutan 

transformasi digital di bidang pelayanan publik. Melalui strategi yang terintegrasi, inovasi 

digital diharapkan dapat berjalan secara efektif, menciptakan nilai tambah, dan 

meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di masa depan. 

 

Perspektif Peluang dan Harapan Masa Depan 

Temuan akhir menunjukkan bahwa peluang pengembangan administrasi publik 

digital di Indonesia masih sangat besar. Digitalisasi mampu membuka akses layanan 

publik yang lebih luas, menekan praktik KKN, meningkatkan kepercayaan masyarakat, 

serta mendukung prinsip good governance. Harapan ke depan adalah munculnya sistem 

pelayanan publik yang tidak hanya responsif tetapi juga adaptif terhadap perkembangan 

teknologi yang sangat cepat. Pemerintah diharapkan mampu terus memutakhirkan 

aplikasi, memperbaiki regulasi, serta meningkatkan literasi digital masyarakat agar tidak 

terjadi kesenjangan teknologi di kalangan warga. Dengan transformasi digital yang 

direncanakan secara menyeluruh, efektivitas administrasi publik di Indonesia dapat 

semakin meningkat dan memberi manfaat berkelanjutan bagi pembangunan nasional. 
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Potensi pengembangan administrasi publik digital di Indonesia masih sangat luas 

dan menjanjikan. Transformasi digital dinilai mampu membuka akses layanan publik 

yang lebih merata dan inklusif, menekan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta 

meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemanfaatan 

teknologi informasi dalam penyelenggaraan administrasi publik juga mendukung 

tercapainya prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, 

dan partisipasi masyarakat. 

Ke depan, diharapkan sistem pelayanan publik tidak hanya bersifat responsif, 

tetapi juga adaptif terhadap dinamika perkembangan teknologi yang sangat cepat. 

Pemerintah memiliki peluang besar untuk terus memperbarui infrastruktur layanan 

digital, menyempurnakan regulasi pendukung, serta meningkatkan literasi digital di 

berbagai lapisan masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan akses maupun penggunaan 

teknologi. 

Dengan transformasi digital yang dirancang secara komprehensif dan 

berkelanjutan, efektivitas administrasi publik di Indonesia diyakini akan terus meningkat, 

sekaligus menghadirkan manfaat jangka panjang bagi percepatan pembangunan nasional. 

Kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil 

menjadi salah satu kunci penting untuk mewujudkan sistem pelayanan publik digital yang 

berkualitas, inovatif, dan berkeadilan 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa teknologi informasi memiliki peran 

penting dalam meningkatkan efektivitas administrasi publik di Indonesia, baik dari sisi 

kecepatan layanan, ketepatan data, transparansi, maupun akuntabilitas birokrasi. 

Pemanfaatan sistem digital telah mampu memangkas rantai prosedur pelayanan, 

mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik, serta mendorong 

terbangunnya mekanisme pelaporan dan pengawasan yang lebih terbuka. Peningkatan 

efektivitas ini semakin relevan di era modern, ketika masyarakat menuntut layanan 

publik yang cepat, transparan, dan responsif. Namun demikian, penelitian juga 

menunjukkan adanya tantangan serius yang tidak dapat diabaikan, antara lain 

ketimpangan infrastruktur antarwilayah, rendahnya literasi digital di sebagian aparatur 

dan masyarakat, serta budaya organisasi birokrasi yang cenderung resisten terhadap 

inovasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang lebih terintegrasi dan 
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kolaboratif agar transformasi digital di sektor publik benar-benar berjalan optimal dan 

merata. 

Berdasarkan temuan tersebut, penulis merekomendasikan agar pemerintah 

terus mendorong peningkatan literasi digital secara berkelanjutan, memperluas 

pembangunan infrastruktur teknologi informasi terutama di daerah 3T, serta 

menanamkan nilai-nilai inovasi dan adaptasi teknologi di dalam budaya organisasi 

birokrasi. Selain itu, kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga 

perlu diperkuat untuk memastikan keberlanjutan inovasi teknologi yang mendukung 

kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menyadari keterbatasan karena hanya 

bersumber dari literatur pustaka tanpa pengambilan data primer, sehingga tidak dapat 

menangkap pengalaman empiris secara langsung di lapangan. Untuk penelitian 

berikutnya, disarankan menggunakan pendekatan survei atau wawancara mendalam di 

berbagai wilayah agar memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual, dan dapat 

menguji secara empiris faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan 

digitalisasi administrasi publik di Indonesia. 
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